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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk yang sangat dinamis dan kemajuan 

pembangunan yang semakin maju, berdampak pada meningkatnya 

kebutuhan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya 

adalah kebutuhan manusia terhadap tanah yang semakin hari semakin 

dibutuhkan. Persentase pertumbuhan penduduk di Indonesia tahun 

2020 mencapai 56,7% khusus di Sumatera Selatan mencapai 37,3%.1 

Jumlah bidang tanah di Indonesia yang telah terdaftar mencapai 

kurang lebih sebanyak 72.000.000 bidang dari 126.000.000 bidang 

tanah yang terdata dan yang belum didaftarkan sebanyak 54.000.000.2 

Terkait dalam hal kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat dan 

menjadi suatu kebutuhan pokok manusia, maka menimbulkan dampak 

semakin meningkatnya upaya manusia untuk menguasai objek tanah 

tersebut menjadi hak milik secara pribadi. 

Dalam kehidupan manusia, tanah mempunyai arti penting karena 

tanah mempunyai fungsi ganda sebagai social asset dan capital asset. 

Tanah sebagai social asset berarti tanah sebagai suatu sarana untuk  

                                                             
1 Di akses di https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-

penduduk-daerah-perkotaan-menurut-provinsi-2010-2035.html pada tanggal 21 April 2020 

Pukul 14.00 WIB 
2 Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kementrian 

Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 21 April 2020 Pukul 10.00 WIB 

https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-menurut-provinsi-2010-2035.html
https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-menurut-provinsi-2010-2035.html
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mengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia. 

Sedangkan tanah sebagai capital asset berarti tanah telah tumbuh 

menjadi suatu benda yang bernilai ekonomi, yang tidak saja sebagai 

bahan perniagaan tetapi juga sebagai objek spekulasi. Namun di sisi 

lain tanah juga harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta harus 

dijaga kelestariannya.3 

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari 

bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini 

bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya 

mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis 

yang disebut hak atas tanah sebagai bagian dari bumi. 

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok bahwa ―Atas dasar hak 

menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 

disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain 

serta badan-badan hukum‖. 4 

Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis 

adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas 

                                                             
3 Achmad Sodiki, Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan 

Agenda Landreform (Jakarta, 1997). 
4 Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran 

Tanah 
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sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas berdimensi dua 

dengan ukuran panjang dan lebar.5 Hak-hak atas tanah yang 

disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Pokok Agraria 

dijabarkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Pokok Agraria, 

yaitu: 

a. Hak Milik, 

b. Hak Guna Usaha, 

c. Hak Guna Bangunan, 

d. Hak Pakai, 

e. Hak Sewa, 

f. Hak membuka tanah, 

g. Hak memungut hasil hutan, 

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas 

yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang 

sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.6 

Hak atas tanah ini dapat beralih dan dapat dialihkan. hak atas 

tanah beralih adalah terjadi dengan sendirinya, misalnya hak atas 

tanah beralih karena pewarisan. Hak atas tanah dapat dialihkan 

merujuk pada definisi pemindahan hak atas tanah tersebut melalui 

perbuatan hukum pemegang hak atas tanah yang lama kepada 

pemegang hak atas tanah yang baru, misalnya dengan cara jual beli 

                                                             
5 Urip Santoso, Hukum Agraria (Jakarta: Kencana, 2013). 
6 Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang 

Pendaftaran Tanah.  
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dan hibah. Dalam pembahasan tesis ini saya akan membahas lebih 

mendalam tentang hibah. 

Menurut Pasal 1666 ayat (1) Menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, Hibah adalah suatu persetujuan dimana si pemberi 

hibah, pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak 

dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si 

penerima hibah yang menerima penyerahan itu.7 

Oleh karenanya hibah termasuk kedalam perjanjian sepihak 

yaitu perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak.8 

Keinginan seseorang untuk memberikan hibah kepada pihak lain 

adalah berdasarkan keinginan dari diri sendiri dan pada masa 

hidupnya si pemberi hibah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun 

termasuk dan si pemberi hibah secara ikhlas memberikan hibah 

kepada pihak penerima hibah tanpa mengharapkan adanya suatu 

balasan atau tanpa kontraprestasi dari pihak lain. 

Untuk membuat peralihan hibah tersebut diperlukan suatu 

perbuatan hukum yang dapat membuktikan bahwa pemberian hibah 

atas tanah tersebut telah terjadi dan telah sah dimata hukum. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat akta hibah, tetapi 

dalam proses pembuatan akta hibah tidak bisa seketika menjadi akta 

                                                             
7 Pasal 1666 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. 
8 Herlien budiono, Herlien Budiono,2010 “Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan 

Penerapannya Di Bidang Kenotariatan”, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung,Hlm. 55Title 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010). 
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hibah karena masih terdapat beberapa kendala yang sering di temui, 

misalnya pemberi hibah belum melaksanakan kewajibannya 

membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan 

Pajak Penghasilan (PPh), ataupun sertifikat tanah yang menjadi objek 

hibah belum dipecah. 

   Problematika hukum terkait hal diatas dewasa ini sering kita 

jumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini berdasarkan 

beberapa isu hukum yang terjadi didalam masyarakat. Berdasarkan 

informasi yang saya himpun dari informan notaris Agus TriSaka, 

S.H.,M.Kn.,BKP 9 yaitu sekiranya pada tahun 2019 Tuan X memberikan 

sebagian tanah dari sebidang tanah hak milik kepada Tuan Y, karena 

pemberian hibah mengakibatkan sebagian dari sebidang tanah yang 

menjadi miliknya dan atas sertifikat hak milik yang merupakan objek 

yang belum di pecah, maka notaris membuatkan akta pengikatan 

hibah terlebih dahulu. Sehingga dalam suatu kondisi dan alasan 

tertentu, notaris membuatkan akta notaril berupa akta pengikatan 

hibah sebagai alat pembuktian bahwa telah terjadi pengikatan hak 

atas tanah dari pihak pemberi hibah kepada pihak penerima hibah. 

Pada tahun 2020 Tuan X si pemberi hibah meninggal dunia terlebih 

dahulu, sebelum terjadinya di proses balik nama penerima hibah. 

Dalam kondisi dimana ahli waris menolak dan mengabaikan 

keabsahan akta pengikatan hibah yang secara hukum merupakan akta 
                                                             
9 Hasil wawancara dengan Notaris Agus TriSaka, S.H.,M.Kn.,BKP pada tanggal 7 Juli 2021 

Pukul 10.00 WIB 
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otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini 

adalah notaris. Permasalahan tersebut memunculkan dua persepsi 

yang berbeda antara penerima hibah dan ahli waris. Atas perbedaan 

presepsi diatas, penulis mengkaji bagaimana langka terbaik yang 

dapat ditempuh kedua belah pihak yang hasilnya tidak merugikan 

satu sama lain. Permasalahan seperti diatas tidak selalu diselesaikan 

lewat jalur hukum namun juga banyak yang diselesaikan secara 

mediasi atau musyawarah. Terdapat contoh lain  seperti dalam 

putusan Mahkamah Agung  sengketa gugatan tanah dengan register 

Nomor 2601 K/PDT/ 2014 (atau bisa dilihat dalam putusan). 

Suatu akta pengikatan hibah tidak ada peraturan khusus yang 

mengatur mengenai kelanjutan dari pendaftaran objek tanah yang 

telah dilakukan pengikatan hibah di Kantor Pertanahan, baik 

mengenai keharusan pendaftaran maupun batas waktu dalam 

pendaftaran objek hak atas tanah. Dalam kenyataan di masyarakat ada 

pengikatan hibah yang belum dilakukan akta hibah dihadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan belum didaftarkan balik 

nama di Kantor Pertanahan setempat. Namun si pemberi hibah 

meninggal dunia sehingga bagaimana proses yang dapat dilakukan 

penerima hibah yang telah membuat akta pengikatan hibah tersebut 

dan apakah para ahli waris dapat melanjutkan proses pembuatan akta 

hibah mengantikan posisi si pemberi hibah yang meninggal tersebut. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu untuk 

meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul 

KEABSAHAN PENGIKATAN HIBAH SEBAGAI AKTA NOTARIL 

SETELAH PEMBERI HIBAH MENINGGAL DUNIA  

B. Rumusan Masalah: 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 

penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun 

beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana keabsahan akta pengikatan hibah atas tanah yang 

sertifikat induknya masih dikuasai ahli waris pemberi hibah 

setelah pemberi hibah meninggal dunia? 

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akta hibah setelah pemberi 

hibah meninggal dunia dan ahli warisnya menolak untuk 

melaksanakan hibah yang berdasarkan pada pengikatan hibah ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis keabsahan akta pengikatan hibah atas tanah 

yang dibuat oleh notaris terhadap ahli waris dari pemberi hibah 

yang telah meninggal dunia. 

 



8 
 

 

2. Untuk menjelaskan pelaksanaan  pembuatan akta hibah setelah 

pemberi hibah meninggal dunia dan ahli warisnya menolak untuk 

melaksanakan hibah. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam 

penulisan tesis ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan 

manfaat bersifat praktis: 

1. Secara Teoritik 

a. Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbang 

pemikiran dan menambah pengetahuan serta pemahaman 

dalam rangka pengembangan displin ilmu hukum, khususnya 

bagi mahasiswa Magister Kenotariatan mengenai keabsahan 

pengikatan akta hibah sebagai akta notaril; 

b. Memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum 

dalam pengembangan hukum, khususnya pemahaman teoritis 

tentang mekanisme pemberian hibah dalam Peraturan 

perundang-undangan dan inplementasinya. 

2. Secara Praktik 

a. Harapannya penelitian ini dapat digunankan sebagai pedoman 

dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi 

hukum, dan juga aparat penegakan hukum atau pemerintah 

sehubungan dengan pemberian Hibah; 
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b. Bagi Notaris, lembaga etika profesi Ikatan Notaris Indonesia 

(INI)  agar hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai alat untuk 

instrospeksi diri sejauh mana mereka memberikan pelayanan 

secara Profesi kepada masyarakat; 

c. Bagi masyarakat pada umumnya penelitian ini akan 

memberikan gambaran hak dan kewajibannya serta 

mekanisme yang dianggap baik bila terjadi sengketa 

perselisihan dalam hibah; 

d. Bagi penulis untuk bisa mendalami lebih jauh tentang latar 

belakang pmeberian akta pengikatan hibah dan prosedur 

mekanisme akta hibah sebagai akta notaril. 

E. Ruang Lingkup  

Berdasarkan rumusan permasalahan tesis sebagaimana tersebut 

diatas, maka ruang lingkup kajian dan pembahasan tesis ini hanya 

terbatas pada upaya preventif dan represif berupa penerapan hukum 

yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pemberian hibah atas 

tanah. 

F. Kerangka Teori 

1. Grand Theory  

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian 

Hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum 

yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan 

harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. 
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Menurut Gustav Radbruch  kepastian hukum merupakan bagian-

bagian yang tetap dari hukum. Kepastian hukum harus dijaga demi 

keamanan dan ketertiban suatu negara. Berdasarkan teori 

kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan 

dan kebahagiaan.10. Dalam hal ini teori Kepastian hukum di 

gunakan untuk hak-hak ahli waris dan penerima hibah. 

2. Middle Theory 

Middle Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan. 

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada 

pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, 

supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang 

tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada 

masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk 

begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk 

pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya 

haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. 

Prinsip–prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan 

suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup 

dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena 

tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang 

                                                             
10 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis) (Jakarta: 

Penerbit Toko Gunung Agung, 2002). 
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paling besar bagi setiap orang.11 Menurut Hans Kelsen, keadilan 

adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya 

usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. 

Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, 

keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.12 

Dalam hal ini teori keadilan digunakan untuk melindungi dan 

menjamin hak-hak penerima hibah dan ahli waris agar tercapainya 

ketertiban dan keadilan. 

3. Applied Theory 

Applied Theory dalam penelitian menggunakan Teori Kesepakatan 

dan keputusan Deklatoir 

1) Teori Kesepakatan 

Teori Kesepakatan menurut Riduan Syahrani bahwa sepakat 

mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak 

yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan 

kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang 

dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan 

penipuan.13 

Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian 

kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok 

                                                             
11 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, 

Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 91 
12 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 

174. 
13 Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata (Bandung: Alumni, 2000). 
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yang diinginkan dalam perjanjian. Untuk menentukan saat 

terjadinya kesepakatan dalam arti adanya persesuaian 

kehendak, dalam hal ini menggunakan  

 Teori Pernyataan (Uithingstheorie)14 

Menurut teori pernyataan, kesepakatan (toesteming) terjadi 

pada saat pihak yang menerima penawaran itu mengatakan 

bahwa ia menerima penawaran itu, hal ini berkaitan dengan 

pernyataan pada akta pengikatan hibah yang dibuat oleh 

notaris. 

2) Keputusan Deklaratoir 

Keputusan deklaratoir adalah keputusan yang tidak mengubah 

hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan 

hak dan kewajiban tersebut. Keputusan mempunyai sifat 

deklaratoir manakala keputusan itu dimaksudkan untuk 

menegaskan mengikatnya suatu hubungan hukum atau 

keputusan itu maksudnya mengakui suatu hak yang sudah 

ada.15 

Keputusan mempunyai sifat deklaratoir manakala 

keputusan itu dimaksudkan untuk menetapkan mengikat suatu 

hubungan hukum atau keputusan itu maksudnya mengakui 

suatu hak yang sudah ada. Keputusan yang menyatakan dasar 

                                                             
14 ―Https://Www.Kajianpustaka.Com/2013/02/Teori-Perjanjian.Html, Diakses Pada 

Tanggal 31 Januari 2020 , Pukul 11:00 WIB,‖ n.d. 
15Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013).  
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kewenangan atau hukum yang sudah ada diatur dalam 

perundang-undangan.16 

Penulis dalam tesis ini menggunakan teori keputusan 

deklaratoir karena akta pengikatan hibah yang di buat notaris 

bersifat menegaskan adanya kesepakatan kedua belah pihak 

mengenai hibah yang akan ditindak lanjuti dengan objek tanah 

yang akan di balik nama dan pemenuhan kewajiban-kewajiban 

administrasi lainnya.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang terutama 

mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas 

hukum. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian 

hukum doctrinal atau disebut juga sebagai penelitian 

perpustakaan, disebut penelitian hukum doctrinal karena 

penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan 

yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sedangkan 

disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen 

                                                             
16 Ridwan HR. 
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karena penelitian ini lebih banyak dilakukan pada bahan hukum 

bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.17 

2. Pendekatan Penelitian  

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 

Pendekatan ini adalah suatu pendekatan penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengindentifaksi serta mengkaji 

berbagai aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga dapat 

saling berhubungan dengan masalah kekuatan hukum akta 

pengikatan hibah yang dibuat di hadapan notaris. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan Konseptual dilakukan dengan beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang 

didalam ilmu hukum yaitu dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum yang 

melahirkan pengertian-pengetian hukum, konsep-konsep 

hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang 

dihadapi.18 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan 

norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama 

kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat 

                                                             
17 Soejono Soekanto, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Unversitas Indonesia, 1984). 
18 Soejono Soekanto. 
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dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang 

menjadi fokus penelitian. Benar bahwa kasus-kasus yang terjadi 

bermakna empiris, namun kasus-kasus tersebut dipelajari 

untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi 

penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, 

serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan 

(input) dalam eksplanasi.19 

3. Jenis dan Bahan Hukum 

Sumber bahan yang digunakan adalah data sekunder bahan–

bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi dan sebagainya. Data 

sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

a) Bahan Hukum primer yaitu mengenai ketentuan-ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat yang terdiri dari peraturan-peraturan yang 

terkait dengan objek penelitian terdiri dari : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya 

disingkat UUJN; 

                                                             
19Soejono Soekanto. 
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3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria; 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk 

memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, 

antara lain karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli 

yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. 

c) Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan-Bahan hukum yang 

memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer dan sekunder yaitu kamus hukum.20 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Berdasarkan penelitian hukum normatif, maka teknik 

pengumpulan bahan hukum yaitu dengan penelitian kepustakaan 

atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau studi pustaka 

merupakan suatu metode penelitian yang datanya diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-

Undangan, Buku-Buku, Dokumen Resmi, Publikasi dan hasil 

penelitian yang berkaitan dengan akta pengikatan hibah atas yang 

dibuat oleh notaris dalam hal pemberi hibah meninggal dunia. 

Pada penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan 

meliputi sebagai berikut yaitu : 

a) Bahan Pustaka 

                                                             
20 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 



17 
 

 

Bahan pustaka yang diteliti dalam penelitian ini diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan, Buku Hukum, Artikel, Internet, 

Kamus Hukum, Tesis Disertasi dan referensi lainnya, yang 

berkaitan dengan akta pengikatan hibah atas tanah yang dibuat 

oleh notaris.21 

b) Wawancara  

Wawancara bukan merupakan bahan hukum, akan tetapi dapat 

dimasukan sebagai bahan non buku dan ada baiknya jika 

penelitian beberapa pernyataan atau mengemukakan isu hukum 

secara tertulis sehingga yang diwawancara dapat memberikan 

pendapatnya secara tertulis.22 

5. Teknik Pengelolahan Bahan Hukum 

Pengolahan bahan Hukum yang digunakan penulis 

menggunakan Pendekatan Kualitatif yaitu membaca seluruh data 

lapangan, menyusun menurut tipologi, membaca kepustakaan yang 

berkaitan dengan penelitian, lalu merumuskan pernyataan-

pernyataan.23 Adapun sifat dan bentuk hasil penelitian ini dituangkan 

ke dalam penulisan dalam bentuk deskriptif analitis. 

 

                                                             
21 Soejono Soekanto, Metode Penelitian Hukum. 
22 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: kencana Prenanda Media, 

2013). 
23 Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004). 
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6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

motede analisis normative kualitatif, yaitu lebih fokus kepada analisis 

hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan. 

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif, diawali 

dengan mengelompokkan bahan hukum dan informasi yang sama, 

selanjutnya melakukan intrepretasi untuk memberi makna terhadap 

tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu 

dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk 

memahami makna hubungan antara satu aspek yang satu dengan 

yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok 

permasalahan penelitian.  

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan metode 

berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal 

yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam 

bagian-bagiannya yang khusus. Data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak 

resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data yang dikumpulkan 

mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis untuk 

kemudian disimpulkan guna menjawab rumusan permasalahan. 
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